PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR BELATAN
KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR : )52 TAHUN 2021
TENTANG

EVALUASI PERATURAN NAGARI KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT BAYANG,

Membaca : Surat Wali Nagari No. 140/64/WN—KTB/2021 Tanggal 14
Desember 2021 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan

Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri
a. Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari
dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun
anggaran ;

b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksuddalam huruf a,
telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Nagari ;

c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud
untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
RPJM Nagari dan RKP Nagari; '

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Mente;’
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tf:ntang.Pengelola:in
Keuangan Desa, Bupati mefietapkan hasil evalua31. Rancaﬂ820
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama w
hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturap Nag:
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagart;
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
dalam  huruf & huruf b, huruf ¢ dan huruf d rlu
menetapkan  Keputusan Camaf tentang  Peneta an’ ':“ﬂ
Evaluasi Rancangan Peraturan Nﬂgn‘ri tcnia;lgphnmfm

3 l '
" iy

f. bahwa Menindaklanjuti p

craturan Bupati Pesisi
Tahun 2019 tentang Pend i gl

. elegasian kewenangan Pemerintah dari
Bupati kepada Camat, maka perlu  ditindaklanjuti dengan

Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanj i i gkan
Ja  Nagari yang dit dalam
Keputusan Camat Bayang; e -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah ~Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; .

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tcntang.
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagat

Daerah Otonom,; -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dand

Perimbangan;
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10. Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah  Nomor /y
: mor 79 Tahun 2005 tentan
Pedoman Pembinaan :

Pemerintahan Daerah; dan - Pengawasan Penyelenggaraan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentan
Peraturan Pelaksanaan Undanu'Umlung Nomor 6 Tahun 2012
tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 7

Desa Yang Berst}mber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nem sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

ahun 2014 tentang Dana

Tahun 2014

17.  Pperaturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022;

18.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Pembangunan Dana Desa tahun 2021;

19 peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Pembangunan Dana Desa tahun 2022;

20.  Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 222/PMK.07 /2021
tentang Pengelolaan Dana Desa
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20,

21,

22,

23.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

:’:‘:':Nms Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
ang Standar Biayy Pemerintahan Nagari Tahun 2021;

:’er:tumn'r Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021
Rcin t:ng l)enlnng Tata Cara Pembagian dan Penetapan
nelan Lana Nagar Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir

Selatan yang bergumly r
' T dari Anggaran Pendapa '
Negara Tahun Anggaran 2021; -

Peraturan Bupati pe
tentang Tata Carg p

Nagari yang bersum
Daerah Kabupaten p

sisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021
embagian dan Penetapan Alokasi Dana

be.r‘dari Anggaran Pendapatan Belanja
esisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021
terftang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten
Pesisir Sealatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

: PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA(APB) NAGARI KOTO BERAPAK KECAMATAN
BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2022;

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Koto
Berapak Kecamatan Bayang Tahun 2022 sebagaimana
tercantunm dalam lampiran keputusan ini.

: Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah Koto Berapak

: Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggal‘a:i
Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah e
evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revis
terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut derlgai‘l
berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggara

W
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Pendapatan dan Be

Inl\in (A')” Na i ol " t alin
lambat 7 (tujuh) hay ) Nagari oleh Camat paling

I sejalk diberikan hasil evaluasi,
KEEMPAT ¢ Segala pembiayaan

Keputusan inj dibebay
Belanja  Daerah
Anggaran 20292,

yang timbu)

kan pada An
Kabupaten

akibat ditetapkannya
Béaran Pendapatan dan
Pesisir  Selatan Tahun

KELIMA : Keputusan inj mulai berlgky pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan dj : Pasar Bary
Pada tanggal

14 Desember 2021

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;

2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
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Demikianlah hasil evaluasi kami

. sampaikan,untuk  dapat
ditindaklanjuti dengan segera, terimg kasih,

Pasar Baru, 14 Desember 2021

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)
NAGARI KOTO BERAPAK TAHUN ANGG

ARAN 2022
NAMA JABATAN KEDUDUKAN | TANDA TANGAN

| DALAM TIM_|
DENY SURYATI, S.STP,M.Sc Camat Ketua Tim
SYAKYAKIRITI, SE Sekretaris Kecamatan Sekretaris

4
SYAFRIANTO, SE. MM Kasi Pemerintahan Anggota
DODI ERMANTO, SP Pendamping Desa Anggota
, 7
INDRA PRANATA Pendamping Desa anggota ‘
\
- : A
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WALI NAGAKI BU1U DILRAFAK

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI KOTO BERAPAK TAHUN
ANGGARAN 2022,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian

sebagai berikut:
1.217.668.500,00

1. Pendapatan Nagari Rp.

2. Belanja Nagari | Rp. 1.326.371.743,93
Surplus/Defisit Rp. (108.703.243,93)

3. Pembiayaan Nagari
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 108.703.243,93
b. Pengeluaraan pembiayaan Rp. =
Surplus/Defisit Rp. - 108.703.243,93
Sisa Lebih Anggaran Rp. -
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